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Abstract

Generally the local government runs local government owned-
enterprises to sustain both the innate local budget revenue and the
social mission of the local government. There are two corporate
bodies, namely the local enterprise (Perusda) and the limited
company (PT). Given the two different corporate bodies can imply
different legal consequences. The local government is aware of the
legal consequences when establishing such two local government
enterprises (BUMD). The local government is also aware of its
inconsistency to establish those two local government enterprises.
One factor enabling the inconsistency is the absence of a law ruling
specifically the local government enterprises. Therefore, the passage
of the law on the local government enterprises may end the local
government inconsistency when establishing the local government
enterprises.

Abstrak

Pada umumnya pemerintah daerah mempunyai badan usaha milik
daerah sebagai salah satu penambah pendapatan asli daerah dan
mempunyai fungsi sosial. Ada 2 bentuk badan hukum pada badan
usaha milik daerah yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan
Terbatas. Adanya 2 bentuk badan hukum mempunyai implikasi
hukum yang berbeda. Pemerintah daerah menyadari adanya
konsekuensi hukum atas pembentukan BUMD tersebut. Disadari
adanya ketidakkonsistenan pemerintah daerah dalam membentuk
BUMD tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan
ketidakkonsistenan tersebut belum adanya UU yang mengatur secara
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khusus tentang BUMD. Untuk itu diundangkannya UU tentang BUMD
kiranya dapat mengakhiri ketidakkonsistenan daerah dalam
membentuk BUMD.

Kata kunci: Perusahaan Daerah (Perusda), Perseroan Terbatas (PT), Badan
Usaha Miliki Daerah (BUMD).

. Pendahuluan
A. Latar Belakang

Cikal bakal pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diawali
dengan diundangkannya UU No § Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Perusda). Sejak diundangkannya UU No 5 Tahun 1962, pemerintah daerah
(pemda) mulai membentuk sejumlah perusahaan daerah (perusda).
Pembentukan perusda diutamakan di daerah pulau Jawa yang tujuan utama
dari pembentukan perusda untuk mendapatkan pemasukan ke kas daerah
melalui retribusi daerah dan pajak daerah. Hanya pada tahun 1969, UU No §
Tahun 1962 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak
Berlakunya Berbagai UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. Sejak
dicabutnya UU No 5 Tahun 1962 tidak ada lagi pembentukan perusda oleh
pemda, tetapi perusda yang sudah terbentuk tetap eksis dalam menjalankan
kegiatan usahanya.

Pasca pencabutan UU No 5 Tahun 1962, pemerintah mengundangkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada permendagri ini mulai dikénal
penyebutan BUMD yang terbagi atas BUMD yang berbentuk badan hukum
Perusda dan BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
Sejak diundangkannya permendagri ini sejumlah pemda mulai membentuk
BUMD sesuai dengan bentuk badan hukum yang ditetapkan dalam
permendagri tersebut.

Ada dua misi dari dibentuknya BUMD, pertama BUMD sebagai kegiatan
usaha yang memberikan pelayanan umum, dan kedua, BUMD dibentuk
sebagai perusda yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi PAD
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melalui retribusi daerah. Menurut Rustian Kamaluddin® tujuan dengan
terbentuknya sejumlah BUMD di daerah diharapkan dapat melaksanakan
pembangunan daerah melaiui pelayanan jasa kepada masyarakat,
penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemda.

Berdasarkan kategorisasi, BUMD dapat dibedakan menjadi dua
golongan?, pertama perusda untuk melayani kepentingan umum dan dua,
perusda untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam PAD. BUMD
yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan
perbankan (misal Bank Pembangunan Daerah) dan jasa air bersih
(perusahaan air minum/PAM), dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya
seperti pada sektor industri, perdagangan, perhotelan, pertanian, pefkebunan,
perparkiran, percetakan dan lain-lain®. Belum maksimalnya BUMD dalam
memberikan kontribusi ke daerah juga pernah diungkapkan oleh Djamal Aziz*
yang mengatakan‘ bahwa BUMD masih belum mampu menjadi lokomotif
pembangunan.

Di sisi lain aktifitas BUMD juga didasarkan kepada konsep-konsep dari
suatu perseroan yang berlaku pada umumnya, khususnya dalam UU No 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan
UU No 40 Tahun 2007. Akibatnya seandainya suatu perusda ingin melakukan
aktivitasnya sering mengalami kendala karena sifat perusda tidak seperti
kegiatan suatu perseroan.

Pasca otonomi daerah, UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 32 Tahun 2004 telah
memberikan hak kepada daerah untuk membentuk BUMD sebagai salah satu
penggerak kegiatan otonomi daerah di daerahnya. Hal senada juga
diungkapkan Mohamad Hoessein® bahwa salah satu tujuan pendirian BUMD
adalah untuk memberikan sumbangan pada perekonomian nasional dan
penerimaan kas negara. Hal yang menjadi masalah tidak semua kegiatan

' Rustian Kamaluddin, “Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan
Perekonomian Daerah”, makalah yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberdayaan
BUMD, Jakarta 4 — 6 Desember 2000, hal 1.

2 Syahfrudin Atan Wahid, “Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Perekonomian Daerah”, Seminar
BUMD di DPR, Jakarta 5 Maret 2010

3 Ibid.

“Djamal Aziz, “BUMD Pilar Perekonomian Nasional”, Seminar BUMD : Membangun Perusahaan
Daerah Yang Kuat Melalui UU Tentang BUMD, diselenggarakan oleh Fraksi Hanura DPR-RI dan
BKS BUMD S|, Jakarta 5 Maret 2010.

$ Moehamad Hoessein, "Badan Usaha Milik Daerah”, diskusi internal tim penelitian BUMD pada
tanggal 12 November 2009 di P3DI.
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usaha dapat dibentuk melalui pembentukan BUMD, karena banyak faktor
yang harus diperhatikan dalam membentuk suatu BUMD di daerah otonom.

Pentingnya penelitian tentang BUMD juga sejalan dengan pandangan
Wihana Kirana Jaya® yang mengatakan antara lain:

1. BUMD belum mampu memberikan kontribusi ke PAD pada sejumiah
daerah, karena BUMD selalu merugi.

2. -Peranan BUMD bagi pemda masih kecil, sedangkan daerah masih
bertumpu pada pajak daerah dan retribusi.

Pengaturan atas kegiatan BUMD selama ini kurang memiliki dasar
hukum yang kuat. Di satu sisi BUMD ingin berkembang sesuai dengan konsep
perseroan pada umumnya, tapi di sisi lain kemampuan BUMD masih terbatas’,
baik secara financial ataupun dalam kegiatan operasionalnya. Untuk
mengurangi permasalahan dari kegiatan BUMD tersebut telah diputuskan
bahwa pengaturan lebih lanjut dari kegiatan BUMD akan diatur dalam RUU
tentang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD), yang telah diatur dalam
Program Legislasi Nasional 2010 - 2014. Pentingnya pengaturan BUMD dalam
suatu RUU juga pernah dirumuskan dalam seminar BUMDS.

Pentingnya untuk mengatur masalah BUMD dalam RUU sebagai
jawaban atas permasalahan yang sering muncul di daerah, khususnya dalam
pelaksanaan kegiatan BUMD yang telah ada selama ini, dan upaya bagi
pemda dalam membentuk suatu BUMD untuk memilih bentuk badan hukum
yang sesuai dengan kegiatan BUMD tersebut.

B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Pembentukan suatu BUMD merupakan suatu kebutuhan bagi daerah
dalam mengembangkan daerahnya. Di satu sisi untuk membentuk suatu
BUMD perlu dipikirkan badan hukum yang sesuai dengan kegiatan usahanya,
mengingat ada 2 bentuk badan hukum yang diatur dalam permendagri. Di
sisi lain untuk memilih bentuk badan hukum yang sesuai dengan BUMD
tersebut harus dipikirkan secara matang, karena pemilihan bentuk badan
hukum atas suatu BUMD mempunyai dampak yuridis di kemudian hari.

8 Wihana Kirana Jaya, “Policy Brief BUMD", PSEKP UGM, tanpa tahun

7 Keterbatasan gerak BUMD dalam melakukan kegiatan usahanya juga pernah diungkapkan oleh
Prabowo Sunirman dalam Seminar BUMD di DPR, Jakarta 5 Maret 2010.

8 Lihat Kesimpulan Seminar BUMD “Membangun Perusahaan Daerah Yang Kuat Melalui UU tentang
BUMD", Jakarta 5 Maret 2010, diselenggarakan oleh Fraksi Hanura DPR-RI.
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Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi
pertanyaan penelitian secara mendasar yaitu perbedaan konsepsi bentuk
badan hukum atas suatu BUMD. Apakah bentuk badan hukum dalam bentuk
PT atau bentuk badan hukum perusda?

Masalah ini penting untuk diteliti mengingat selama ini peraturan
perundang-undangan memungkinkan pembentukan BUMD dalam bentuk
badan hukum yang berbeda, antara Perusda atau PT.

Adapun pertanyaan yang penting diajukan dalam penelitian ini
adalah :

1. Apa keuntungan/kerugian dari BUMD yang berbadan hukum Perseroan
Terbatas (PT) atau badan hukum Perusda dalam melakukan kegiatan
usahanya?

2. Hambatan apa yang dialami oleh BUMD dalam melakukan kegiatan
usahanya, sebagai konsekuensi dari bentuk hukum yang berbeda antara
PT dengan Perusda?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adaiah:

1. Mengetahui pelaksanaan di daerah atas BUMD yang berbadan hukum
Perusda dan PT.

2. Mengetahui keuntungan atau kerugian atas BUMD yang berbadan hukum
Perusda atau BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas di daerah
penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai
berikut :

1. Sumbangan pemikiran kepada DPR dalam rangka fungsi legislasi dalam
membentuk draft RUU tentang BUMD.

2. Sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam rangka
pembenahan BUMD di daerahnya.

D. Kerangka Pemikiran
UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, menyebutkan pada
Pasal 2 bahwa yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua

perusahaan yang didirikan berdasarkan UU ini yang modalnya untuk
seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang
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dipisahkan, kecuali yang ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Pada

Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “modal perusda terdiri untuk seluruh atau

untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan”.

Perusda didirikan dengan Peraturan Daerah, dan pada Pasal 4 ayat
(1) disebutkan perusda adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat a)
memberi jasa; b) menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan c) memupuk
pendapatan. Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa tujuan Perusda ialah untuk
turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan
ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi
kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman
serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil
dan makmur.

Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bahwa ruang lingkup yang
bisa menjadi bagian perusda antara lain :

1. perusda yang bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan
rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-
pokok pemerintahan;

2. cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh
perusda yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah
yang dipisahkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk
Hukum Badan Usaha Milik Daerah, yang pada Pasal 2 menyebutkan bahwa
bentuk hukum BUMD dapat berupa Perusda atau PT, sedangkan pada Pasal
3 ayat (1) disebutkan bahwa BUMD yang bentuk badan hukum berupa perusda
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur perusda,
sedangkan pada ayat (2) BUMD yang bentuk badan hukum berupa Perseroan
Terbatas tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan
peraturan pelaksanaanya. '

Menurut Made Suwandi®, maksud dari diadakannya BUMD adalah:

1. turut serta melaksanakan pembangungan daerah/nasional;

2. merupakan salah satu sumber PAD dan ikut berpartisipasi dalam
pengembangan perekonomian daerah;

3. memberikan lapangan usaha bagi masyarakat.

® Made Suwandi “Peranan BUMD Dalam Perekonomian Daerah”, Diskusi internal pada tanggal 5
Maret 2009
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Sedangkan tujuan dari dibentuknya BUMD antara fain :
1. memberikan sumbangan dana bagi pemda;
2. mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja bagi
masyarakat;dan
3. memberikan keamanan kerja bagi para pegawainya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi antara lain:
1. mengenali potensi yang ingin dikembangkan (intern dan ekstern);
2. menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan; dan
3. adanya rencana yang mengarah pada sasaran.

Dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah memberi
hak kepada setiap daerah untuk membuat perusda sebagai salah satu
penggerak kegiatan otonomi di daerah. Sedangkan dalam UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 177 disebutkan bahwa pemda
dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan,
kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah
yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Made Suwandi'®, lahirnya BUMD tidak terlepas dari:

1) adanya perusahaan negara yang menimbulkan beban keuangan yang
besar bagi negara,

2) banyak kendala yang dihadapi perusahaan negara,

3) ada misi sosial yang ingin diemban yaitu penyediaan utilitas masyarakat,
dan

4) BUMD diperlukan untuk memberikan dana bagi pemda.

Bandingkan dengan tujuan pendirian BUMD menurut Moehamad
Hoessein", antara lain :

1. memberikan sumbangan pada perekonomian nasional dan penerimaan

kas negara;

mengejar dan mencari keuntungan;

pemenuhan hajat hidup orang banyak;

perintis kegiatan-kegiatan usaha; dan

memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.
Tujuan dari pendirian BUMD di atas sejalan dengan tanggungjawab

pemda atas BUMD. Menurut Moehamad Hoessein, di setiap pemda yang

didirikan BUMD, maka tanggung jawab pemda antara lain:

o b own

1 [bid
" Moehamad Hoessein, op.cithal 7
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1. pemda memegang hak atas kekayaan dan usaha;

2. pemda berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan
perusahaan;

3. pemda memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan
perusahaan; dan

4. pemda melakukan pengawasan melalui alat pelengkap pemda yang
berwenang.

Pendirian BUMD berkedudukan terutama di daerah provinsi, walaupun
tidak menutup kemungkinan berada di tingkat kabupaten atau kota. Tetapi
ciri dari BUMD tidak berbeda jauh dengan Badan Usaha Milik Negara. Baik
BUMN dan BUMD sebagai entitas bisnis. Sebagai entitias bisnis, maka pada
BUMN dan BUMD mempunyai etika korporasi'?, yaitu sistem aturan, baik
tertulis maupun tidak tertulis mengenai bagaimana seharusnya suatu
perusahaan berinteraksi dengan perusahaan lain atau lembaga lain sesuai
dengan tujuan dari perusahaan tersebut.

E. Metode Penelitian
1. Waktu dan Tempat

Penelitian tentang permasalahan bentuk badan hukum BUMD dilakukan
di Provinsi Sumatera Barat pada tangggal 27 April — 3 Mei 2009, di Provinsi
Nusa Tenggara Barat pada tanggal 10 — 17 Juli 2009, dan di Provinsi
Kalimantan Selatan pada tanggal 5 — 11 Oktober 2009. Adapun alasan
pemilihan ketiga provinsi ini karena BUMD yang ada di tiga provinsi ini
mempunyai tingkat ratio kontribusi PAD yang cukup besar bagi APBD di tiga
provinsi tersebut.

Adapun instansi yang dikunjungi antara lain: 1) Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM), 2) Bank Pembangunan Daerah (BPD), 3) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 4) Biro Perekonomian, 5)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 6) BUMD lainnya.

2Dibyo Soemantri Priambodo, Refleksi BUMN 1993 — 2003, PT Elex Media Pressindo, Yogjakarta,
2004, hal 141.
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 1984, hal 10.
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2. Teknik/Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan alat pengumpulan data
dalam bentuk: 1) studi dokumen atau bahan pustaka; 2) pengamatan atau
observasi; dan 3) wawancara atau interview yang dilakukan di lokasi penelitian
dengan mengunjungi beberapa instansi pemerintah dan instansi BUMD di
daerah dan mengadakan diskusi internal dengan pakar otonomi daerah di
Jakarta.

Sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian untuk

memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau
gejala-gejala lainnya®. Dari sudut tujuannya penelitian ini merupakan
penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta (fact finding)'*. Melalui sifat
dan tujuan penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi tentang manusia,
keadaan dan gejala lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
BUMD di daerah penelitian, dengan melakukan wawancara dengan para
narasumber di lokasi penelitian.
Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber
pertama, yakni’® berupa hasil wawancara dengan para pelaksana BUMD di
daerah penelitian. Adapun para pihak yang telah diwawancara adalah para
pejabat di lingkungan pemda dan pejabat BUMD di Provinsi Sumatera Barat,
Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan.

Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku-buku dan hasil
penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain,'®¢ dan dari data
sekunder yang didapatkan juga dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier".

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan
berdasarkan analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul atau diperoleh, baik
data sekunder maupun data primer disusun dan dianalisis secara kualitatif
sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

4 jbid

'8 Ibid

6 Ibid

'7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 1985,
hal 14 dan 15.
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ll. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Gambaran Umum

Provinsi Sumatera Barat terdiri atas pemerintah provinsi, 12 pemerintah
kabupaten dan 7 pemerintah kota. Di provinsi ini terdapat beberapa BUMD
yang berbentuk badan hukum PT dan Perusda pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

BUMD di Provinsi Sumatera Barat

Bentuk Badan Hukum

Nama Perusahaan

Jenis Usaha

Perseroan Terbatas Bank Perbankan
Pembangunan
Daerah Sumatera
Barat (Bank
Nagari)
Perseroan Terbatas Andalas Tuah | Perdagangan
Sakato Umum
Perusahaan Daerah 14 PD PAM, antara | Air Minum
lain:
PDAM Kota
Padang dan PDAM
Bukit Tinggi

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas pemerintah provinsi, 7
pemerintah kabupaten, dan 2 pemerintah kota. Di provinsi ini terdapat
beberapa BUMD yang berbentuk badan hukum PT dan Perusda, pada tabel

2 sebagai berikut.

Tabel 2

BUMD di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bentuk Badan Hukum

Nama Perusahaan

Jenis Usaha

lain. PD PAM
Menang Mataram

Perseroan Terbatas BPD NTB Perbankan
Perseroan Terbatas Gerbang NTB Mas Perdagangan
Umum

Perseroan Terbatas Daerah Maju | Perdagangan
Bersaing Umum

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan | Perbankan
Rakyat NTB

Perusahaan Daerah 7 PD PAM, antara | Air Minum

Sumber: Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2009.
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Administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas
pemerintah provinsi, 11 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota. Di
provinsi ini terdapat beberapa BUMD yang berbentuk badan hukum Perusda,
pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3
BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan
Bentuk Badan Hukum Nama Perusahaan Jenis Usaha
Perusahaan Daerah BPD Kalimantan | Perbankan
Selatan
Perusahaan Daerah 6 PD PAM, antara | Air Minum

lain PD PAM
Bandamasih dan
PD PAM Barito
Kuala
Perusahaan Daerah Bangun Banua Perdagangan
Umum

Penelitian BUMD ini hanya memfokuskan kepada bentuk hukum dari
BUMD yang ada di tiga provinsi tersebut, khususnya dengan memfokuskan
kepada BUMD yang bergerak di bidang usaha perbankan khususnya Bank
Pembangunan Daerah dan BUMD di bidang usaha pelayanan air minum,
khususnya PD PAM.

b. BUMD di sektor Perbankan

Pada tiga provinsi memiliki BUMD di sektor perbankan. Masing-masing
BUMD tersebut memiliki unit usaha yang sama di sektor perbankan yang
tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Hal yang
membedakan dari BUMD sektor perbankan tersebut yaitu pada bentuk badan
hukum dari BUMD tersebut, yaitu BUMD yang berbadan hukum PT dan BUMD
yang berbadan hukum perusda (lihat tabel di atas). Konsekuensi dari bentuk
badan hukum yang berbeda pada BUMD perbankan tersebut, menimbulkan
konsekwensi hukum yang berbeda.

1) BUMD sektor perbankan yang berbadan hukum PT

Pada umumnya badan usaha yang berbentuk badan hukum PT tunduk
kepada UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah
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diubah dengan UU No 40 Tahun 2007. Konsekuensi badan usaha yang
berbentuk badan hukum PT, maka segala hal yang berhubungan dengan
kegiatan usaha badan tersebut tunduk kepada UU PT.

Adapun karakteristik badan usaha yang berbentuk badan hukum PT
adalah sebagai berikut :

1. Pendirian perseroan dilakukan oleh minimal dua orang's;
2. Modal dan Saham';

3. Anggaran Dasar? dan

4. Direksi dan Komisaris?'.

Setiap pendirian badan usaha yang berbentuk badan hukum PT harus
didasarkan kepada karakteristik yang diatur dalam UU PT tersebut.
Berdasarkan karakteristik tersebut maka terhadap perseroan yang didirikan
termasuk perseroan yang didirikan di daerah harus sesuai dengan karakteristik
yang diatur dalam UU PT tersebut. Walaupun UU PT telah menggariskan
adanya karakteristik terhadap badan usaha yang memilih badan hukum PT
tersebut, tetapi ada perbedaan yamg menyolok atas BUMD yang berbentuk
badan hukum PT. Di tiga daerah penelitian, badan usaha yang memilih bentuk
badan hukum PT yaitu badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan
umum, perbankan dan anak perusahaan dari BUMD (lihat tabel di atas).

Pada BUMD yang berbentuk badan hukum PT, biasanya pemda
bersama dengan DPRD setempat menetapkan dahulu perda tentang
pembentukan BUMD. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU
No 5 Tahun 1962. Misal di Provinsi Sumatera Barat pembentukan BUMD PT
Andalas Tuah Sakato, PT Gerbang Mas NTB dan PT Daerah Maju Bersaing
di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah ditetapkan dahulu dalam masing-
masing dalam perda. Setelah diundangkan perda tentang pembentukan badan
usaha tersebut, kepala daerah menginisiasi pembentukan PT melalui aparatur
di bawahnya sesuai dengan ketentuan UU PT.

Dalam pembentukan BUMD yang berbentuk badan hukum PT, ternyata
pemda bersama dengan DPRD setempat telah melakukan kajian lebih dahulu
tentang untung ruginya pemda dan DPRD menetapkan pembentukan BUMD
dalam perda. Hal ini dilakukan agar eksistensi BUMD tersebut sudah sesuai
dengan asas-asas perseroan?,

'8 Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1995

* Lihat Bab {1l UU No 1 Tahun 1995

2 Lihat Pasal 12 UU No 1 Tahun 1995

2 Lihat Bab VI UU No 1 Tahun 1995

2 Di tiga daerah penelitian, pemda dan DPRD telah melakukan kajian tersebut. Hasil wawancara
dengan pejabat pemda dan DPRD di tiga daerah penelitian.
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Salah satu hasil kajian tentang keuntungan dari BUMD yang berbentuk
PT, yaitu adanya sifat komersil dari BUMD tersebut, yaitu adanya deviden
yang akan diterima dalam bentuk PAD yang akan dimasukkan dalam APBD
setempat. Adanya deviden yang diharapkan dalam BUMD tersebut, dengan
ditempatkannya perwakilan pemda dalam jajaran komisaris. Hal ini
dimungkinkan oleh ketentuan dalam UU PT. Di sisi lain setiap tahun pihak
DPPD? melakukan pengawasan terhadap keberadaan BUMD tersebut dalam
bentuk kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran direksi BUMD
tersebut.

Pada sisi lain ada juga pemda yang terlebih dahulu membentuk perda
tentang BUMD, sebagai dasar pembentukan BUMD di daerahnya, seperti di
daerah Depok?* dan Cimahi?*. Hanya saja di 3 daerah penelitian tidak terdapat
perda tentang pembentukan BUMD. Ketika hal ini ditanyakan kepada pihak
pemda, mereka mengatakan pembentukan BUMD cukup diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sektor perbankan daerah, semula karakteristik PT tidak mutlak
dianut oleh sektor perbankan daerah tersebut, sebab BPD semula dibentuk
dengan perda dan bentuk badan hukum yang dipilih adalah perusda. Ketika
itu pembentukan BPD tidak tunduk kepada UU No 7 Tahun 1992 tapi tunduk
kepada UU No 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Dalam
beberapa kasus, bahkan terjadi pembentukan BPD sudah ada sebelum
diundangkannya UU No 13 Tahun 1962.

Bentuk badan hukum Bank Nagari agak unik, sebab sejak
terbentuknya pada tahun 1962 sampai saat ini, terjadi beberapa perubahan
atas bank ini, baik karena perubahan bentuk badan hukumnya atau perubahan
atas nama BPD Sumbar menjadi BPD Bank Nagari. Semula BPD Sumbar
didirikan berdasarkan ketentuan UU KUH Perdata, dengan bentuk badan
hukumnya adalah PT. Padahal pada tahun 1962 diundangkan UU No 13 Tahun
1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, tetapi BPD Sumbar tetap
menggunakan badan hukum perusda, hal ini diperkuat dengan Perda No 4
Tahun 1973.

Perubahan bentuk badan hukum dari PT menjadi perusda terjadi pada
tahun 1985 melalui Perda No 10 Tahun 1985 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum BPD Sumbar. Dalam diktum perda tersebut disebutkan alasan

2 Hasil wawancara dengan pihak DPRD pada tanggal 16 Juli 2009.
2 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD.
% Peraturan Daerah No 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan BUMD.
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perubahan bentuk badan hukum didasarkan pada UU No 13 Tahun 1962.

Penguatan terhadap bentuk badan hukum perusda atas BPD diperkuat dengan

diundangkannya Peraturan Mendagri No 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian

Pendirian BPD, yang kemudian Perda No 10 Tahun 1985 diubah dengan

Perda No 15 Tahun 1992.

Pesatnya perkembangan PD BPD Sumbar berimplikasi kepada
ketersediaan modal dari bank tersebut, yang mengakibatkan peran swasta
berperan dalam sumber permodalan® bank tersebut. Akibat dari masuknya
peran swasta ke PD BPD Sumbar, maka perda BPD Sumbar mengalami
beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Perda No 2 Tahun 2006.
Sebab-sebab BPD Sumbar membuka diri atas peran swasta, karena beberapa
hal, antara lain? :

1. Keterbatasan pemda dalam menyertakan modal yang harus diambil dari
APBD Provinsi,

2. Jangkauan BPD Sumbar sudah menjangkau seluruh daerah tingkat ! di
wilayah Provinsi Sumbar,

3. Masuknya peran swasta dapat membuka persaingan dengan bank
nasional dan bank swasta di Provinsi Sumbar,

4. Peraturan perundang-undangan seperti UU PT memungkinkan adanya
penambahan modal dari pihak swasta, dan UU Perbankan mensyaratkan
BPD menjadi bank swasta devisa.

Masuknya peran swasta ke BPD Sumbar, menjadikan bank ini lebih
kompetitif, sehingga bentuk badan hukum perusda dirasakan sudah tidak
sesuai dengan dengan sifat perseroan, maka akhirnya pada tahun 2006 bentuk
badan hukum perseroan berubah dari perusda menjadi PT, dan perubahan
bentuk badan hukum ini ditetapkan berdasarkan Perda No 3 Tahun 2006.

BPD Nusa Tenggara Barat didirikan pada tanggal 5 Juli 1964
berdasarkan Perda No 6 Tahun 1963 tentang Pendirian BPD NTB. Bank ini
didirikan dalam rangka mengelola keuangan daerah yaitu sebagai kas daerah
dan membantu meningkatkan ekonomi daerah. Pada saat BPD didirikan
bentuk badan hukumnya adalah perusda. Perda No 6 Tahun 1963 telah
berulang kali diubah dan terakhir berdasarkan Perda No 7 Tahun 1999 tentang
Perubahan Bentuk Hukum BPD NTB dari perusda menjadi PT. Konsekuensi
dari perubahan bentuk badan hukum BPD NTB menjadi PT juga dilakukan di

% Bandingkan modal dasar BPD Sumbar tahun 1962 sebesar Rp 50 juta, tahun 1992 sebesar Rp
50 miliar, tahun 1996 sebesar Rp 150 miliar, dan pada tahun 2006 sebesar Rp 1 triliun.
2 Hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan PT Bank Nagari pada tanggal 30 April 2009.
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bank ini. Misalnya anggaran dasar BPD NTB disesuaikan dengan ketentuan
dalam UU PT. Misalnya kegiatan BPD NTB yang menambah kegiatannya
dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Terakhir anggaran dasar
BPD NTB disesuaikan dengan ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang PT2,

Sifat dari kegiatan BPD NTB tidak sama dengan BPD Bank Nagari. Hal
yang membedakan BPD NTB dengan BPD Bank Nagari, bahwa pemegang
saham dari BPD NTB hanya dibatasi pada pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota. Sifat lain yang sama dengan Bank Nagari, bahwa saat ini
BPD NTB sudah sebagai bank devisa dan juga melakukan kegiatan
berdasarkan prinsip syariah.

Belum maksimalnya kinerja BPD NTB karena sifat konvensional yang
masih dianut oleh bank ini. Mengingat para pemegang saham masih terbatas
kepada pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota, dan belum membuka
diri kepada pihak ketiga sebagai pemegang saham. Walaupun UU PT
memungkinkan untuk adanya penambahan modal dari pihak ketiga. Ketika
hal ini penulis pertanyakan kepada jajaran direksi BPD NTB, disebutkan karena
prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh jajaran direksi dan komisaris BPD
NTBZ. Sifat konvensional BPD NTB sebenarnya sudah sejalan dengan konsep
etika korporasi yang ditetapkan di BPD NTB.

Bagi pihak pemda® adanya BPD setempat dapat membantu perputaran
keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan insruksi kepala daerah untuk
menempatkan keuangan daerah pada BPD setempat. Hanya saja salah satu
kelemahan dari penempatan keuangan daerah pada BPD setempat, dana
tersebut tidak dapat dimaksimalkan, karena biasanya BPD menempatkan
keuangan daerah tersebut dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

2) BUMD sektor perbankan yang berbadan hukum perusda

Bank BPD Kalimantan Selatan (Kalsel) didirikan pada tangal 25 Maret
1964 berdasarkan Perda Tingkat | Kalimantan Selatan No 4 Tahun 1964.
Sejak Bank BPD didirikan sampai saat ini, bentuk badan hukum BPD masih
menggunakan perusda. Walaupun Perda No 4 Tahun 1964 telah berulang
kali diubah dan terakhir dengan Perda No 11 Tahun 2008, bentuk badan
hukum yang dipilih tetap menggunakan perusda.

2 Wawancara dengan jajaran direktur perencanaan PT BPD NTB pada tanggal 15 Juli 2009.
* Wawancara dengan pihak BPD NTB pada tanggal 15 Juli 2009.
% Wawancara dengan pihak Bappeda Provinsi Sumbar pada tanggal 28 April 2009.
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Adapun alasan mendasar dari pemegang saham untuk tetap
menggunakan bentuk badan hukum perusda, antara lain®':

1. Para pemegang saham belum menginginkan adanya pemegang saham
baru di luar pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota.

2. Ruang lingkup kegiatan BPD masih sebatas di sekitar Provinsi Kalimantan
Selatan.

3. Pihak DPRD belum mengijinkan adanya pemegang saham di luar pemda
setempat.

Ketika penulis menanyakan hal ini kepada pihak DPRD, alasan belum
diubahnya bentuk badan hukum dari BPD Kalsel, pihak DPRD mengatakan
antara lain®%;

1. Pihak DPRD lebih mudah mengawasi BPD Kalsel apabila para pemegang
sahamnya hanya sebatas pemda setempat.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPRD lebih fokus apabila para
pemegang sahamnya pemda setempat.

3. Seandainya bentuk badan hukumnya PT, maka pihak DPRD hanya
menerima laporan tertulis saja dari direksi, karena pengawasan hanya
dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan dalam
RUPS pihak DPRD tidak mempunyai kewenangan mengawasi.

Pihak BPD Kalsel juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan
kegiatan usaha perbankan ini lebih maju, minimal ingin menjadikan bank ini
sebagai salah satu bank devisa yang ada di Provinsi Kalsel. Hanya saja
kebanyakan pengusaha di provinsi ini lebih memilih bank BUMN dan bank
swasta nasional yang ada di provinsi ini. Sehingga upaya untuk menjadikan
BPD Kalsel sebagai bank devisa masih menunggu waktu.

Mengingat bentuk badan hukum BPD Kalsel masih perusda, maka setiap
terjadi perubahan yang berimplikasi kepada BPD Kalsel, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap perda. Misalnya ketika diundangkan UU No 7 Tahun
1992, maka terjadi perubahan terhadap perda terdahuiu dengan diundangkan
Perda No 1 Tahun 1993. Kewajiban untuk menyesuaikan perda tersebut,
sejalan dengan sifat dari perusda yang tunduk kepada peraturan perundang-
undangan.

Bagi pihak pemda® keberadaan BUMD yang berbadan perusda sering
menjadi masalah dalam hal pengawasan, karena pengawasan di sektor

3 Jawaban tertulis dari pihak BPD Kalsel.
2 Wawancara dengan anggota Komisi D pada tanggal 16 Juli 2009.
¥ Wawancara dengan pihak Bappeda Kalsel pada tanggal 8 Oktober 2009.
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perbankan menjadi tanggungjawab pihak Bank Indonesia, khususnya
perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Kalsel. Keluhan fainnya, BPD Kalisel
terlampau hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sikap hati-hati
ini sebenarnya sejalan dengan amanat UU Perbankan bahwa kegiatan
perbankan harus dilakukan secara prudent.

¢. BUMD Di sektor Pelayanan Air Minum

Pada tiga provinsi daerah penelitian yang memiliki BUMD di bidang
pelayanan air minum, bentuk badan hukum dari BUMD yaitu perusda. Adapun
alasan pembentukan BUMD di sektor pelayanan air minum tersebut memilih
bentuk badan hukum perusda, karena ada misi fungsi sosial dalam
menjalankan kegiatan usaha tersebut. Hal ini diakui oleh narasumber® di PD
PAM yang dikunjungi oleh peneliti.

Walaupun PD PAM mempunyai misi fungsi sosial dalam menjalankan
kegiatan usahanya tetapi ada perbedaan karakteristik dalam menjalankan
kegiatan usahanya.

1) PD PAM di Provinsi Sumatera Barat

PD PAM Kota Padang dibentuk sejak tahun 1974 berdasarkan Perda
No § Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Tingkat || Padang.
Pada waktu PD PAM didirikan bertujuan untuk memberikan pelayanan umum
kepada masyarakat yang tinggal di daerah kota Padang. Tetapi dengan
perkembangan penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun
sedangkan debit air masih terbatas serta instalasi air memerlukan perawatan
yang semakin mahal, maka sifat pelayanan umum juga disesuaikan dengan
sifat bisnis dari PD PAM%,

Konsekuensi dari sifat bisnis kegiatan PAM tersebut, perusahaan
terpaksa menaikkan tarif air minum sebesar 10% (sepuluh persen), dan
kenaikan tarif air harus mendapat persetujuan dari pemda dan DPRD

% Wawancara dengan direksi BUMD PAM a) PDAM Kota Bukittingi pada tanggal 28 April 2009
dan PDAM Kota Padang pada tanggal 29 April 2009, b) PDAM Menang Mataram pada tanggatl
12 Juli 2009, c) PDAM Bandarmasih pada tanggal 7 Oktober 2009, dan PDAM Barito Kuala pada
tanggal 6 Oktober 2009.

% Wawancara dengan direksi BUMD PDAM Kota Padang pada tanggal 29 April 2009.
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setempat. Adanya persetujuan atas kenaikan air ini sesuai dengan sifat dari
perusda yaitu lebih mengedepankan fungsi sosial kepada masyarakat dengan
tidak membuat perusda menjadi rugi.

Jajaran direksi juga mengakui tidak mudah untuk memadukan antara

misi sosial dengan misi mencari keuntungan, karena jajaran direksi juga
berkewajiban memberikan sumbangan ke pemda dalam bentuk PAD.
Seandainya tarif air tidak dinaikkan, maka ada dua kemungkingan: pertama,
biaya operasional perusda tidak dapat terpenuhi sehingga mengalami
kerugian, kedua, perusda tidak dapat memberikan PAD ke kas daerah.
Tindakan untuk memadukan antara misi sosial dan misi bisnis tetap mengacu
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan dari jajaran direksi PD PAM Kota Padang juga diakui oleh pihak
DPRD, bahwa setiap tahun DPRD melakukan fungsi pengawasan terhadap
BUMD yang ada di Provinsi Sumatera Barat, termasuk terhadap PD PAM
Kota Padang. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam bentuk
rapat dengar pendapat dengan pihak PD PAM Kota Padang dan rapat kerja
dengan pihak Gubernur Sumatera Barat khususnya dalam hal PAD yang akan
diberikan oleh PD PAM Kota Padang®.

Pada PD PAM di Bukittinggi, perusda tetap mengedepankan fungsi
sosial dalam pelayanan air minum kepada masyarakat yang ada di kota
Bukittinggi. Perusda menyadari fungsi sosial lebih penting dari fungsi mencari
keuntungan. Sifat pelayanan sosial dikedepankan di perusda ini karena biaya
operasional perusda-lebih murah dibandingkan dengan perusda sejenis di
wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini karena sumber utama air mudah
didapatkan di sekitar kota Bukittinggi®”.

2) PD PAM di Provinsi Nusa Tenggara Barat

PDAM Menang Mataram sebelumnya dikenal dengan PDAM Kabupaten
Lombok Barat ditetapkan berdasarkan Perda No 6 Tahun 1980 tentang
Pendirian PDAM Lombok Barat, yang kemudian perda tersebut diubah dengan
Perda No 1 Tahun 1988. Dalam perjalanan PDAM ini mengalami perubahan
dengan terbentuknya Kota Mataram berdasarkan UU No 4 Tahun 1993.
Konsekuensi Kota Mataram berpisah dengan Kabupaten Lombok Barat, maka
disepakati bahwa PDAM tersebut dimiliki oleh dua daerah otonom, yaitu

% Wawancara dengan anggota Komisi A DPRD Kota Padang pada tanggal 1 Mei 2009.
3 Wawancara dengan direksi BUMD PDAM Kota Bukittingi pada tanggal 28 April 2008.
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Kabupaten Lombok Barat dan kota Mataram, yang kepemilikan sahamnya
terdiri dari 65% dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat dan 35% dimiliki oleh
Kota Mataram. Perubahan kepemilikan PD PAM berimplikasi pada penamaan
PD PAM tersebut menjadi PD PAM Menang Mataram.

Dalam diskusi*® dengan jajaran direksi PDAM Menang Mataram, pihak
direksi menjelaskan tentang perkembangan usaha dari PDAM selama ini yang
berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh jajaran
direksi. Pada umumnya perkembangan kegiatan usaha PDAM masih
bergantung kepada peran serta dari pemerintah pusat melalui Departemen
Pekerjaan Umum dalam membangun jaringan pipa air bersih di wilayah PDAM.
Setelah pembangunan fisik tersebut selesai dikerjakan, maka terhadap seluruh
jaringan pipa tersebut diserahkan kepemilikannya ke pihak pemerintah daerah
sedangkan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pihak PDAM.
Konsekuensi dari hal ini terdapat permasalahan dalam hal pencatatan aset
perusahaan, karena pihak pemda juga mencatatkan seluruh jaringan tersebut
menjadi aset pemda. Hal ini dilakukan pemda karena pembangunan jaringan
air bersih dilakukan antara pihak pemerintah pusat dan pihak pemda, dan
hal ini juga sejalan bahwa pihak pemda sebagai pemegang saham dari PDAM
tersebut

Adanya pencatatan aset pada dua instansi yang berbeda yaitu pihak
pemda dan pihak PDAM sebagai konsekuensi dari PDAM yang berbadan
hukum Perusda yang sahamnya dimiliki oleh pemda setempat. Pencatatan
aset yang sama pada dua instansi ini tidak lazim, mengingat aset tersebut
semula milik pemda dan karena telah dihibahkan ke PDAM, seharusnya aset
tersebut menjadi milik aset PD PAM.

Ada fenomena menarik pada PD PAM di tiga provinsi ini, di satu sisi
PD PAM sudah menjalankan misi fungsi sosialnya, tapi di sisi lain keterbatasan
untuk menyediakan barang modal atas kegiatan PD PAM sering menjadi
tanggung jawab dari pemerintah pusat, dalam hal ini departemen pekerjaan
umum. Adanya fungsi sosial yang dijalankan oleh PD PAM sudah sesuai
dengan etika korporasi yang dibangun pada PD PAM, yaitu adanya misi sosial
kepada masyarakat dan misi bisnis dengan memberikan deviden pada APBD.
Fungsi sosial dan fungsi bisnis yang dijalankan oleh PD PAM juga sebagai
bentuk budaya korporasi sesuai dengan pandangan Djokosantoso Moeljono®,

% Diskusi dengan jajaran direksi PDAM Menang Mataram pada tanggal 12 Juli 2009.
* Djokosantoso Moeljono, Reinvensi BUMN, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2004, hal 96.
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yang mengatakan bahwa adanya perubahan sosial dalam perusahaan
tersebut, sebagai bentuk reinvensi perusahaan dari sifat sosial ke sifat bisnis.
Memang budaya sosial sebagaimana dikatakan Djokosantoso ada pada
BUMN, tetapi menurut penulis, ide tentang budaya sosial ini juga dapat dipakai
pada BUMD, sehingga sifat sosial dan sifat bisnis dalam BUMD tidak dapat
disalahgunakan di kemudian hari.

Bagi departemen pekerjaan umum penyediaan barang modal atas
kegiatan air minum sudah merupakan tangggung jawab mutlak bagi
departemen ini. Hanya saja yang sering menjadi masalah dalam hal
penyerahan barang modal tersebut diserahkan kepada pemda dan bukan
kepada PD PAM setempat. Hal ini sering dikeluhkan oleh PD PAM®, karena
barang modal tersebut sebenarnya untuk kepentingan PD PAM, tetapi
pencatatan terhadap aset tersebut dibukukan di pihak pemda setempat dan
bukan di PD PAM. _

Keluhan para PD PAM juga diakui oleh pihak Bappeda setempat*,
pihak Bappeda mengatakan bahwa barang modal tersebut milik pihak pemda
setempat, mengingat BUMD yang berbentuk badan hukum perusda, tidak
diatur tentang aset perusahaan menjadi milik aset perusda. Hal ini akan
berbeda apabila BUMD tersebut berbadan hukum PT, maka asetnya akan
menjadi aset dari BUMD tersebut.

d. BUMD di luar sektor perbankan dan air minum

Selain BUMD di sektor perbankan dan air minum, pada umumnya pemda
juga membentuk BUMD sektor lainnya (lihat tabel) di atas. Adapun dasar
dibentuknya sejumlah BUMD di sektor lainnya, selain adanya amanat UU No
22 Tahun 1999 jo UU No 32 Tahun 2004, khususnya pada Pasal 177 yang
menyebutkan pemda dapat membentuk BUMD yang ditetapkan dengan perda
dan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Adanya amanat dalam UU No 32 Tahun 2004 telah mengilhami sejumlah
daerah untuk membentuk BUMD. Hanya saja tidak ada tidak ada batasan
sektor mana saja yang dapat dibentuk sebagai BUMD. Hal ini juga diakui

4 Wawancara dengan Direktur Umum PD PAM Kota Padang pada tanggal 29 April 2008.

4t Wawancara dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 April 2009, Bappeda
Provinsi NTB pada tanggal 11 Juli 2009 dan Bappeda Provinsi Kalsel pada tanggal 8 Oktober
2009.

770 Kajian, Vol. 15, No. 4, Desember 2010



oleh Bappeda* di tiga provinsi, bahwa pemda dan DPRD sepakat untuk
membentuk BUMD yang perencanaan pembentukan BUMD diserahkan
kepada Bappeda setempat. Terhadap ketersediaan modal bagi pembentukan
BUMD tersebut menjadi tanggung jawab dari Biro Perekonomian pemda
setempat.

Bagi Biro Perekonomian pemda setempat®, sering mengalami kesulitan
untuk menyediakan modal dasar bagi pembentukan suatu BUMD, sebab untuk
membentuk suatu BUMD membutuhkan modal dasar yang cukup besar. Selain
itu bagi BUMD yang berbadan hukum perusda, tidak ada diatur modal dasar
pembentukan BUMD tersebut, sedangkan bagi BUMD yang berbadan hukum
PT, modal dasarnya sudah ditetetapkan sebesar Rp 50 juta*.

Bagi kalangan pemda untuk membentuk suatu BUMD sering sebagai
buah simalakama, karena pihak DPRD dan kepala daerah terlalu mudah untuk
menetapkan suatu BUMD tanpa memikirkan segi perencanaan dan segi
pendanaan yang harus disiapkan oleh Biro Perekonomian dan Bappeda.
Misalnya di Provinsi Sumbar®, rencana pembentukan BUMD PT Balairung
Citra Jaya yang menelan biaya Rp 151,65 miliar, atau pembentukan BUMD
di NTB* yaitu PT Daerah Maju Bersaing sebagai BUMD yang akan
mengakuisisi PT Newmont Nusa Tenggara, yang akan menelan biaya Rp
500 miliar. ’

Tidak adanya pengaturan yang tegas untuk membentuk suatu BUMD
atas sektor usaha tertentu belum diatur dalam UU. Jadi kehendak pemda
untuk membentuk BUMD tanpa mellihat sektor usaha yang akan dibentuk
dimungkinkan dalam UU No 32 Tahun 2004. Akibatnya APBD tersedot untuk
melakukan penyertaan modal dasar pada suatu BUMD. Oleh sebab itu sudah
saatnya perlu pengaturan dan pembatasan dalam pembentukan suatu BUMD
di pemda.

Bagi pemda upaya untuk memaksimalkan penerimaan APBD selain
dari dana dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana

2 Wawancara dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 April 2009, Bappeda
Provinsi NTB pada tanggal 11 Juli 2009 dan Bappeda Provinsi Kalsel pada tanggal 8 Oktober
2009.

43 Wawancara dengan Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Mei 2009,
Biro Perekonomian Provinsi NTB pada tanggal 13 Juli 2009 dan Biro Perekonomian Provinsi
Kalsel pada tanggal 9 Oktober 2009.

4 Lihat Pasal 25 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4 Wawancara dengan pihak Bappeda Sumbar pada tanggal 28 April 2009.

“ Wawancara dengan Dinas Pertambangan Provinsi NTB, pada tanggal 14 Juli 2009.
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alokasi khusus (DAK), maka penerimaan APBD bertumpu pada PAD yang
berasal dari keuntungan BUMD yang ada di daerah tersebut. Hanya saja bila
dilihat dari APBD yang ada selama ini, maka hanya BUMD sektor perbankan
dan sektor PAM yang lebih banyak memberikan kontribusi kepada PAD,
sedangkan BUMD sektor lainnya belum bisa memberikan kontribusi kepada
PAD.

Ill. Kesimpulan dan Rekomendasi
A. Kesimpulan

Setiap pemda berhak untuk membentuk BUMD sebagaimana
diamanatkan dalam UU No 32 Tahun 2004. Salah satu tujuan dibentuk dari
BUMD vyaitu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah, yang
implikasinya antara lain tersedianya lapangan kerja serta peningkatan PAD
pada APBD setempat.

Peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara rinci
tentang sektor usaha apa saja yang dapat dibentuk oleh BUMD. Permendagri
hanya menyebutkan BUMD yang berbentuk badan hukum perusda dan PT.
Tidak adanya pembatasan sektor usaha dalam pembentukan BUMD
mengakibatkan pemerintah daerah bersama dengan DPRD setempat
berlomba-lomba untuk membentuk suatu BUMD. v

Bagi BUMD yang berbentuk badan hukum PT, maka segala pengaturan
sudah cukup jelas sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 2007. Tapi di
sisi lain pengaturan yang jelas dalam UU tersebut mengurangi hak pemerintah
daerah dan DPRD setempat untuk melakukan pengawasan terhadap BUMD
tersebut. Pihak pemda dan DPRD hanya bisa menerima laporan tertulis hasil
dari RUPS. Tapi dari segi penerimaan keuntungan dari BUMD ini, jelas
keuntungan BUMD yang berbentuk badan hukum PT lebih banyak
memberikan kontribusi PAD dalam APBD.

Bagi BUMD yang berbentuk badan hukum perusda, fungsi sosial lebih
dikedepankan dibandingkan misi mencari keuntungan. Dampak dari fungsi
sosial ini jelas mengurangi keuntungan dari perusda ini yang implikasinya
sumbangan PAD dalam APBD sangat minim sekali. Tapi dari segi pengawasan,
campur tangan dari pemda dan DPRD lebih mendominasi, sehingga sering
membuat pihak manajemen mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan
usahanya.
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Berdasarkan hukum perseroan maka kegiatan BUMD yang berbentuk
badan hukum perusda dan PT, memiliki karakteristik yang berbeda. Hanya
saja pengaturan perseroan yang berbadan hukum PT lebih jelas dan tegas
telah diatur dalam UU PT, sedangkan pengaturan perseroan yang berbadan
hukum perusda tidak tegas bila dibandingkan pengaturan perseroan yang
berbadan hukum PT. Hal ini disebabkan pengaturan perseroan yang berbadan
hukum perusda diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak jelas
peraturan perundang-undangan mana yang disebutkan. Hal ini mengingat
UU tentang Perusda telah dicabut sejak tahun 1969.

B. Rekomendasi

Pembentukan BUMD merupakan amanat dari UU No 32 Tahun 2004.
Oleh sebab itu upaya untuk membentuk BUMD di setiap pemda periu
didukung, sehingga pemda tidak terlampau bergantung kepada pemerintah
pusat.

Agar pembentukan BUMD dapat menjamin kelangsungan usahanya di
setiap sektor usaha, kiranya upaya dibentuknya RUU tentang BUMD harus
segera direalisasikan sebagaimana amanat prolegnas 2010 — 2014.

Pengaturan yang ideal atas BUMD dalam RUU tentang BUMD
hendaknya mengatur tentang karakteristik BUMD yang berbadan hukum
perusda dan BUMD yang berbadan hukum PT. Perlu juga dibatasi sektor
usaha apa saja yang bisa dilakukan oleh BUMD, karena tidak semua sektor
usaha dapat dilakukan oleh BUMD. Hal ini mengingat keterbatasan modal
dasar yang harus disediakan oleh APBD.
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